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ABSTRAK

Nama : Fitriyaningsih

NIM : 150105005

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara

Tebal skripsi : 60 lembar

Judul : Syarat Uji Baca Al-Qur’an bagi Bakal Calon
Anggota Legislatif dari Partai Nasional di Aceh

Pembimbing | : Dr.Abdul Jalil Salam, S. Ag., M.Ag

Pembimbing Il : Azmil Umur, MA

Kata kunci : Uji baca Al-Qur’an, Bakal Calon Anggota Legislatif

Uji baca Al-Qur’an merupakan salah satu syarat bagi bakal calon anggota
legislatif DPRA dan DPRK di Aceh. Dalam Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008
pasal 13 tentang partai politik lokal peserta pemilihan umum anggota DPRA dan
DPR Kabupaten/Kota pada bab IV yang mengatur mengenai persyaratan dan
mekanisme pencalonan anggota DPRA dan DPRK. Pada point ¢ dimana
dikatakan bahwasannya “bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai
politik lokal sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta dapat
membaca Al-Qur’an bagi yang beragama Islam” sebagaimana yang kita ketahui
di Aceh, persyaratan tersebut juga diberlakukan terhadap bakal calon anggota
legislatif dari Partai Nasional. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah mengapa uji
baca Al-Qur’an menjadi syarat wajib bagi bakal calon anggota legislatif yang
ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Aceh, mengapa syarat uji
baca Al-Qur’an diberlakukan terhadap semua bakal calon anggota legislatif baik
dari partai politik lokal maupun partai politik Nasional sementara dalam Qanun
Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Parti Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota, hanya untuk calon legislatif dari partai politik lokal saja.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian study pustaka (library reseach)
dan penelitian lapangan (kualitatif) dengan cara wawancara atau tatap muka.
Adapun hasil penelitian, Aceh merupakan daerah yang diberi kewenangan
khusus untuk menjalankan pemerintahannya sendiri yang berlandaskan kepada
syariat islam. Sebagai bentuk dari ciri khas Aceh yang menjalankan syariat
islam adalah dengan menerapkan uji baca Al-Qur’an bagi bakal calon anggota
legislatif yang ingin mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif di Aceh.
Syarat uji baca Al-Qur’an diterapkan kepada semua bakal calon anggota
legislatif dilandaskan dari keputusan KIP Aceh nomor 3 Tahun 2013.
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TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 - Nomor : 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No | Arab Latin No Arab Latin
Tidak

! ‘ dilambangkan - y !
2 < b 17 p z
3 o t 18 3 g
4 < S 19 ¢ g
5 @ j 20 o f
6 & h 21 d q
7 & kh 22 d k
8 4 d 23 J I
9 3 z 24 2 m
10 J r 25 ] n
11 J yA 26 3 w
12 o S 27 ° h
13 o sy 28 3 ’
14 ue s 29 ¢ y
15 ua d

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
| Fathal A A
! Kasralt I I
| Damumal U U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf latin Nama
o Fathal dan ya Al Adanl
¥ Fathal dan Au Adan U
wau
Contoh:
S kaifa
Jsa: haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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fathah + alif ditulis a
ity ditulis jahiliyyah
fathah + ya" mati ditulis a
= ditulis vas'a
kasrah + ya’ mati ditulis i
d ditubs karim
dammah + wawu mati dirulis &
P ditulis furud
Caomtotr:
J & gala

A Jlrama
& gila
d g yagilu

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (8) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah

dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah () mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h. ¢. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (¢) diikuti



oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

JUkY Lad ) g : raudah al-atfall raudatul agfal

3 gall 1iidaall :-al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah

1ad b : Talhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah
penerjemahan. Contoh: Hamad lbn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak

ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
LAMPIRAN 4
LAMPIRAN 5
LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 7

DAFTAR LAMPIRAN

: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

: Lembaran Bimbingan Mahasiswa

: Foto wawancara dengan Bapak Yudiansyah

: Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 03 Tahun 2013

: QANUN Aceh Nomor 3 Tahun 2008

: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
. Nomor 20 Tahun 2018

: Daftar Riwayat Hidup.

xi



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ..ottt i

PENGESAHAN PEMBIMBING ........ccocoviiiiece e i

PENGESAHAN SIDANG ...ttt nneas iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN. ..ottt iv

ABSTRAK ...ttt sttt re ettt reare s v

KATA PENGANTAR ...ttt Vi

TRANSLITERASI ..ottt et viii

DAFTAR LAMPIRAN ..otttk Xii

DAFTAR IS ..ottt kb e na e ensetestesaennennens Xiii

DAFTAR TABEL ..ottt ettt Xiv

BAB SATU: PENDAHULUAN ......ccooiiiiiieieieie et 1

1.1. Latar Belakang masalah ............cccooeveiiiiiiicicccce, 1

1.2. Rumusan Masalah.........ccccooeeinnnninineennneee i 5

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...........ccccoovveiiiiinnnns 5

EarPenjelasristyanis ... Y. A N1 . JERIER RN 5

IRSNKajIAnRuSIaka . SO ... BUE. . B8 . N B 8

1.6. Metode Penelitian............cocciiiiinineseesesiteseesenesnsnenees 10

1.7. Sistematika Pembahasan ..........c.cccovvvvininnnnnnnsses 13

BAB DUA: SYARAT MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF............... 14
2.1. Kewajiban Mampu Membaca Al-Qur’an bagi

Se0rang MUSHIM ..ouveieeie it 14

2.2. Pengertian Lembaga Legislatif...........ccoooeieiiineieneirieenens. 18

2.3. Pengertian Partai POlitiK..............cccoeveeiiiin e, 19

2.3.1 Partai Politik Nasional ...........ccccooererenieniiiin s 23

2.3.2 Partai Politik Lokal ...........cccoooiiiiiiiiiii 26

2.4. Ketentuan Menjadi Anggota Legislatif..............ccccoooeenene. 29

2.4.1 Persyaratan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ..... 30

2.4.2 Persyaratan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3
tahun 2008 pasal 13 ...........ccooeviieiieiire e 34

BAB TIGA: ANALISA TERHADAP SYARAT BACA AL-QUR’AN
BAGI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF
DARI PARTAI NASIONAL ... 40
3.1 Syarat Wajib Uji Baca Al-Qur’an Bagi Bakal Calon
Anggota Legislatif dan Faktor yang Mempengaruhinya.... 40
3.2 Kesesuaian Pemberlakuan Qanun Nomor 3 Tahun
2008 Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif dari

Partai NaSIONAL..... ..o 43
3.3 ANALISIS e 49
BAB EMPAT: PENUTUP ...t 50



4.1 KeSIMPulan ......cccccveveiiiiieecec e
A2 SAIAN .o e
DAFTAR PUSTAKA .ottt st
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

AR-RANIRY

Xiii




DAFTAR TABEL
TABEL 1: Daftar Nama Partai Politik Nasional..........cccoovveeeiiviiiiieeee. 24
TABEL 2: Daftar Nama Partai Politik LoKal...........c.cooovveeiveiieeeciee e, 29

AR-RANIRY

Xiv



BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Lembaga legidatif adalah lembaga yang memiliki wewenang membuat

Undang-Undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Dalam figih
siyasah, kekuasaan legidatif disebut al-sultah al-tasri’iyah, yang bertugas untuk
membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi
kemaslahatan.*

Struktur lembaga perwakilan rakyat (legidatif) secara umum terdiri dari
dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (unicameral) dan
lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bicameral). Dalam ketatanegaraan
Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni MPR,
DPR, dan DPD.?

Lembaga MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga
yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala

sesuatu yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar seperti menetapkan UU,

! Ahmad sukarja, hukum tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam
Perspektif figih siyasah,( Jakarta timur, sinargrafika,2012), him 137.

2 A Ubaedilah, Pendidikan Kewarganegaraan(Civiv Education) Pancasila, Demokrasi,
dan Pencegahan korupsi, (Jakarta, kencana 2017), him.106
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menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan memilih, mengangkat serta
memberhentikan presiden dan wakil presiden.®

Dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat
dan memegang kekuasaan pembentuk Undang-undang DPR memiliki tiga
fungsi, yaitu fungs legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.*
Sedangkan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga baru
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah
Provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.® Di Aceh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.®

Untuk menjalankan lembaga-lembaga tersebut tentu ada orang-orang
yang berperan di dalamnya, untuk menjadi anggota lembaga legidatif ada
beberapa persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti yang
tertera di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun

2018 pada bagian ketiga persyaratan bakal calon pada pasal 8.

% Arifin Irmansyah, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga
Negara, (Jakarta pusat, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005) him 45

* Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara, him 140
® | A Ubaedilah, pendidikan kewarganegaraan him 106-108

® Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan
Aceh, pasal 1 ayat 10



Persyaratan bakal calon anggota legislatif Aceh, diatur tersendiri dalam
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Parti Politik Lokal Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota, yang tertuang dalam pasal 13 nomor 3 tahun 2008 tentang
persyaratan baka calon anggota DPRA dan DPRK, namun terdapat perbedaan
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 pada
point ¢ di mana dikatakan bahwasannya bakal calon anggota DPRA dan DPRK
dari partai politik lokal sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta
dapat membaca Al-Qur’an bagi yang beragama Islam. Dari point tersebut sangat
jelas dikatakan bahwa persyaratan bagi bakal calon dari partai politik lokal,
namun dari beberapa sumber dan data yang penulis dapatkan syarat uji mampu
baca Al-Qur’an diberlakukan kepada semua bakal calon baik dari partai politik
lokal maupun partai politik nasional.

Di dadam pasal 36 juga dijelaskan mengenai ketentuan tentang
persyaratan sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat
membaca Al-Qur’an bagi yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ juga berlaku untuk baka calon anggota
DPRA dab DPRK dari partai politik. Pasal tersebut menjelaskan mengenai
persyaratan yang terdapat pada pasal 13, namun perlu digarisbawahi
bahwasannya pasal 36 ini mengatakan ketentuan tersebut berlaku untuk bakal
calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik artinya berlaku untuk bakal

calon partai politik, tidak dijelaskan dari partai politik lokal maupun Nasional.



Menurut Kepala Bagian Program Data Organisasi dan Sumber Daya
Manusia Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Nasruddin Hasan, seperti
dilansir Antara di Banda Aceh, Rabu (18/7), bahwa uji mampu baca Al Qur’an
merupakan syarat kumulatif bagi calon anggota legidatif (caleg) beragama
Islam di Aceh. Sedangkan bakal caleg non muslim tidak perlu atau cukup
dengan surat pernyataan kesanggupan menjalankan ajaran agamanya. Bagi bakal
caeg muslim, jika tidak mampu membaca Al Qur’an maka bakal calon tidak
bisa ditetapkan sebagai calon.

Menurut Nasruddin, dasar hukum uji mampu baca Al Qur’an
berpedoman pada Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai
Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh yang merupakan dasar penyelenggaraan otonomi daerah di
Aceh.’

Dari pendapat Kepala Bagian Program Data Organisasi dan Sumber
Daya Manusia Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tersebut dikatakan
bahwa bakal calon yang tidak bisa membaca Al-Qur’an maka tidak bisa
dikatakan sebagai calon.

Berdasarkan penjelesan latar belakang tersebut penulis tertarik menulis

skrips mengenai syarat uji mampu baca Al-Quran bagi baka calon anggota

"M Agus Yozami, https://www.hukumonline.com/berita/bacallt5b51e9bfc5d61/dasar-
hukum-bakal -cal eg-di-aceh-wajib-uji-baca-al -quran,diterbitkan 21 juli 2018.



legidlatif di Aceh yang diberlakukan terhadap semua bakal calon baik dari partai

politik lokal maupun partai politik nasional, karena di dalam Qanun Aceh pasa

13 nomor 3 tahun 2008 hanya dikatakan bakal calon dari partai politik lokal

sgja

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian atau latar belakang masalah di atas, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagal

berikut;

1.2.1 Mengapa uji mampu baca Al-Qur’an menjadi syarat wajib bagi bakal
calon anggota legidatif yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota
legislatif di Aceh?

1.2.2 Bagimana analisis yuridis teoritis terhadap Keputusan KIP Aceh nomor

3 tahun 2013 dengan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dan manfaat penelitian ini

adal ah untuk mengetahui :

1.3.1 Faktor uji mampu baca Al-Qur’an menjadi syarat wajib bagi bakal calon
anggota legidlatif di Aceh.

1.3.2 Pertimbangan diberlakukannya syarat uji baca Al-Qur’an terhadap
semua bakal calon anggotalegidatif di Aceh baik dari parta politik lokal

maupun partai politik nasional.



1.4. Penjelasan Istilah

Judul penelitian ini adalah “syarat uji mampu baca Al-Qur’an bagi bakal
calon anggota legislatif di Aceh’. Untuk menghindari terjadinya
kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang
terdapat dalam skrips ini, maka perlu dijelaskan untuk menghindari
kesal ahpahaman dalam penulisan nantinya. Adapun istilah yang terdapat dalam
skripsi ini adalah :

141 Syarat

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia syarat adalah, janji sebagai
tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi) selain itu syarat juga merupakan
segala sesuatu yang harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya).

Sedangkan menurut kamus istilah Islam, syarat adalah persyaratan atau sesuatu
lainnya yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.’

Didalam kamus umum bahasa Indonesia syarat adalah, 1. Janji sebagai
tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi ; 2. Segala sesuatu yang harus

ada; 3. Sesuatu yang perlu untuk menyampaikan maksud.*

8 Kamus Besar, him 1368

° M.A. Qazi, Kamus Istilah Islam, (Panduan Mempelajari Al-Qur’an, Hadits dan
Bahasa-Bahasa Lainnya), Cet 1, (Bandung: Marja, 2007). Him, 89.

19 yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet |, (Bandung: Penerbit m2s, 2000),
him 591.



1.4.2 Uji Mampu baca

Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (kemampuan,
kecakapan ketahanan dsb)''. Mampu adalah kuasa (bisa, sanggup, cakap, kuat)
melakukan sesuatu. Dan baca adalah ea, (huruf, tulisan, dsb).* Dapat
dismpulkan bahwa uji mampu baca adalah percobaan untuk mengetahui
kemampuan baca seseorang baik berupa ujian tertulis, lisan, atau wawancara
dengan huruf atau tulisan.

1.4.3 Bakal calon

Orang yang akan dicalonkan untuk menduduki suatu jabatan pimpinan

(seperti bupati, gubernur)

1.4.4 Anggota L egisatif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia anggota adalah,1 bagian tubuh
(terutama tangan dan kaki): 2 bagian dari sesuatu yang berangkai: 3 orang
(badan yang menjadi bagian atau masuk di suatu golongan (perserikatan, dewan,

panitia, dsh):*

Legislatif adalah dewan yang berwenang membuat Undang-Undang.**
Legidatif : Perundang-undangan, badan legislatif badan pembuat Undang-

Undang.®®

! Kamus Besar, him 1518

2 |bid him 109

13 Kamus Besar Bahasa Indonesia, him 64

“Ibid, him 803

BRudi T. Erwin DKK, kamus hukum, (jakarta, aksara baru, 1971), him, 102



Dapat disimpulkan bahwa anggota legidatif adalah, bagian dari dewan
pembuat undang-undang.
145 Partai Nasional

Partai adalah sekumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan dan
setujuan terutama dibidang politik. Sedangkan, nasional bersifat kebangsaan
berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa'® Jadi, partai
nasional merupakan organisasi atau sekumpulan orang-orang yang memiliki
tujuan di bidang politik yang sama yang berada di tingkat bangsa/negara.

15 Kajian Pustaka
Dalam pendlitian ini penulis menelaah tentang uji baca Al-Qur’an

terhadap baka calon anggota legidlatif di Aceh. Beberapa penelitian terdahulu
yang berhubungan dengan skripsi ini sebagai berikut :

Kajian uji mampu baca Al-Qur’an bagi bakal calon anggota dewan
perwakilan rakyat Aceh dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari
parta nasional, jurnal yang ditulis Oky Spinola Idroos (Magister IImu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh), Husni Jalil dan
Mahdi Syahbandir (Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala) yang
diterbitkn pada tanggal 3 agustus 2015. Jurna tersebut membahas mengenai
peraturan KIP Aceh berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun Aceh
nomor 3 Tahun 2008 berwenang untuk membuat keputusan/peraturan tentang

syarat uji baca Al-Qur’an bagi calon dari Partai lokal di Aceh sgja, tidak untuk

1° Kbbi



Partai Nasional serta tidak boleh menambah aturan baru karena bertentangan
dengan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008. Uji mampu baca Al-Qur’an
merupakan salah satu syarat bagi bakal calon Anggota DPRA dan DPRK di
Aceh untuk dapat ditetapkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap
(DCT) Anggota DPRA dan DPRK. Memberlakukan syarat uji test baca Al-
Qur’an bagi bakal calon dari partai nasional bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Disarankan agar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008
tentang partai politik lokal peserta pemilihan umum anggota DPRA dan DPRK
harus diubah karena berdasarkan hukum tertulis, Qanun tersebut bertentangan
dengan Undang-Undang, sesuai dengan asas hukum bahwa peraturan di bawah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. *’

Kemudian, Maria ayu nugraheni yang berjudul rekrutmen calon anggota
legidatif untuk DPRD provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2014 (studi di DPD
Partai Golkar Jawaa Tengah) yang mana hasil penelitian ini adalah rekruitmen
caon anggota legidatif untuk DPRD Provins Jawa Tengah adalah pada
keputusan Dewan Pemimpin Pusat, Bab V1! tentang Tata Cara Penentuan Daftar
caon Anggota legidatif partai golkar.dalam hal persyartan, caon tidak

mnggunakan formulir yang dibagikan secara umum namun mendapaat edaran

Y3urnal pascasarjana unsyiah, uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon anggota
dewan perwakilan rakyat Aceh dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari partai
nasional, jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4775
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khusus yang diberikan Tim seleksi dengan menimbang persyaratan partai
Golkar.'®
1.6  Metode Penédlitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan
sebuah penelitian. Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas, perlu
adanya metode penelitian yang dipaka untuk merumuskan dan menganalisa
persoalan tersebut, yaitu
1.6.1 Jenispenditian

Penulisan skipsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (library
research), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha
pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala meteri yang terdapat di
dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya, buku-buku,
majalah, Koran, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-
dokumen dan lain sebagainya Penelitian ini juga menggunakan penelitian
lapangan (kualitatif) yaitu dengan cara wawancara tatap muka. Metode
wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan
dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan

narasumber/subjek penelitian, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

8 Maria ayu nuraheni, Rekrutmen Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Provinsi
Jawa .Tengah Pada Pemilu 2014(Studi di DPD Partai Golkar Jawa Tengah)

9 Kartini kartono, Pengantar Metodologi risert, (Bandung: Bandar Maju, 1990), him.
33.
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wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial
yang cukup lama guna menggali informasi mengenai pokok permasal ahan. %
1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan
penelitian untuk meneliti makna atau fenomena kemudian dijelaskan dalam
bentuk uraian.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian,
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
dokumentasi, yakni mencari bahan-bahan penyusunan yang diperoleh dari buku-
buku, surat kabar dan artiker berupa data sekunder yaitu berupa bahan hukum
primer yang berasal dari kitab-kitab ataupun buku yang membahas
permasalahan tentang syarat menjadi angota legidlatif, kemudian bahan hukum
sekunder berupa artikel atau penunjang lain yang telah membahas tentag materi
syarat calon legidlatif.

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data yang
dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mempelgari serta
menganalisi kitab-kitab, buku-buku dan referensi-referensi di berbagai pustaka
seperti pustaka UIN Ar-Raniry, Pustaka Syariah, Pustaka Wilayah dan Pustaka

Baiturrahman yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Penulis juga

% Burhan, bungin, Andisis Data Penelitan Kualitatif, (Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada, 2007), him, 83.
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mendapatkan literatur-literatur pendukung melalui situs website yang berkaitan
dengan objek penelitian.
Dalam pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi tiga, yaitu :
a. Dataprimer
Data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifathya mengikut
atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan
merupakan bahan dasar dalam stiap pembahasan masalah.**
b. Datasekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca dan
menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang
dibahas dalam kajian ini. Seperti jurnal, artikel, skripsi serta data
dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.
c. Datatersier
Data tersier adalah bahan atau data sebagai pelengkap dari kedua
data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jurnah Hukum, Kamus Hukum serta artikel-artikel

yang terkait yang dengan penelitiaini.

1.6.4 Langkah-langkah Analisis Data

% Sogjono soekanto dan sri mamudii, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat,
(jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), him 13
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Setelah memperoleh semua data yang dibutuhkan dalam penelitian,
selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode penelitian
deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang menygikan dan
menggambarkan suatu peristiwa tentang kejadian yang terjadi sesuai dengan
adanya, untuk dapat dianalisa secara sistematis, factual dengan penyusunan
akurat.

1.7  Sistematika Pembahasan
Agar memperoleh tulisan yang baik dan mudah dipahami dan dimengerti

maka sistematika pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab dan tiap
bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian dan sistematika pembahasan ini
adalah:

Bab petama pendahuluan, di sini diuraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan mengenai landasan teori
yang terdiri dari beberapa sub-sub bab, yang membahas definisi, syarat yang
berkaitan dengan uji baca Al-Qur’an bakal calon anggota legislatif.

Bab ketiga membahas mengena hasil dari penelitian di sini diuraikan
sub bab pertama membahas jawaban dari pertanyaan pertama pada rumusan
masalah, sub bab kedua membahas mengenai jawaban dari pertanyaan kedua

pada rumusan masalah dan yang ketiga analisa penulis dari hasil penelitian.
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Bab keempat berisi tentang kesmpulan sebagai jawaban dari
permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang
kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-

pihak terkait.



BAB DUA
SYARAT MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF

21  Kewajiban Mampu Membaca Al-Qur’an Bagi Seorang Muslim
Al-qur’an merupakan pedoman yang abadi untuk kemaslahatan umat

manusia, merupakan benteng pertahanan syari’at Islam yang utama serta
landasan sentral bagi tegaknya agidah, ibadah, mu’amalah dan akhlakul
kaarimah.”?  Dengan kata lain, Al-Qur’an dapat menjamin terciptanya
kemaslahatan hidup serta azas untk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan
akhirat karena Al-Qur’an adalah petunjuk ke jalan yang benar dalam segala
aspek kehidupan. Kitab suci al-Qur'an, terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6236
ayat” yang diturunkan selama “dua puluh dua tahun dua bulan dan dua puluh
dua hari lamanya®® Sebagai kitab suci terakhir, Al-Qur’an bagaikan miniatur
alam raya yang memuat segala disiplin ilmu pengetahuan, serta merupakan
sarana penyelesaian segala permasalahan sepanjang hidup manusia. Al-Qur’an
merupakan wahyu yang maha Agung dan bacaan mulia serta dapat dituntut
kebenarannya oleh siapa sgja, sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan

ilmu pengetahuan yang semakin canggih dan rumit.

2 Sya’ban Muhammad Ismail, Mengenal Qiraat, terj. AgilHusin Al-Munawar, dkk,
(semarang: Dina utama, 1993), him 3.

= Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, Sgjarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan
Tafsir, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), him. 43-48

15
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Kata pertama dalam wahyu pertama menyuruh manusia membaca dan
menulis, membaca (igra) lebih jauh dijabarkan sebagai usaha menyebarluaskan
ilmu pengetahuan.?* Perintah membaca dalam wahyu pertamaini, bukan sekedar
menunjukkan bahwa kecakapan membaca tidak diperoleh kecuali mengulang-
ngulang bacaan atau membaca hendaknya dilakukan sampai mencapai batas
maksimal kemampuan, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa mengulang-
ulangi bacaan akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru walau yang
dibacaitu-itu sgja®

Mengingat pentingnya Al-Qur’an bagi manusia, maka mereka dituntut
untuk mengkaji, memahami, dan menghayati sekaligus mengamalkannya dalam
segala aspek kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi hal itu tentunya harus bisa
membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, bagi yang belum bisa membaca Al-
Qur’an, tentunya sulit untuk mempelajari dan memahami Al-Qur’an. Membaca
Al-Qur’an merupakan ibadah dan amalan yang sangat mulia. Karena dengan
membaca Al-Qur’an akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebab yang
dibacanya merupakan kitab suci Ilahi. Al-Qur’an adalah sebaik-baiknya bacaan
bagi orang Islam. Dalam garan Islam, bukan membaca Al-Qur’an saja yang
menjadi amalan yang mendatangkan pahala dan rahmat, tetapi mendengarkan

bacaan Al-Qur’an pun akan menjadi amalan shaleh.

% |nu kencana syafiie, Al-Qur’an dan llmu Politik, (Jakarta, Pt rineka cipta), 1996, him1-

% Quraish Shihab, wawasan Al-Qur’an, (Bandung, mizan pustaka,1996), him 5-6
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Keutamaan membaca Al-Qur’an, yang pwertama akan diangkat
dergjatnya oleh Allah SWT, menjadi syafaat pada hari kiamat, hidup bersama
para malaikat dan mendapat dua pahaa bagi yang belum membacanya, dengan
membaca satu huruf akan mendapat sepuluh kebagjikan dan terakhir akan
menddapat ketenangan dan rahmat Allah SWT.?

Dalil tentang membaca Al-Qur’an,
Surat Al-‘Alag ayat 1-5

o s - — - i1 o _.-." 2 q.r P_.’." - -5 "‘_ o - "':
PalE Fea SLSYIGIE @Gl allELS oL 1E]
: —— - = L= ___"1-'.-.--—- - AN ?_-:
Al 212 Ceal D 05 M1 EES5 5

Artinya : Bacadah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang
Menciptakan. Diatelah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan
Tuhanmulah yang Maha pemurah. Y ang mengajar (manusia) dengan perantaran
kalam. Dia mengajar kepada manusiaapa yang tidak diketahuinya.

Ayat tersebut merupakan perkenalan dan petunjuk dari Allah SWT.
bahwa pencipta segala sesuatu itu adalah Allah sendiri tanpa bantuan dari
selainnya. Manusia diciptakan dari segumpal darah melalui proses pertumbuhan
menurut hukum yang telah ditetapkan Allah. Allah menyatakan dirinya bahwa

Didah Yang Maha Pemurah, sehingga bukan untuk ditakuti apalagi dijauhi.

% Abu Nizan, Buku Pintar Al-Qur’an, (Jakarta selatan, Qultum Media, 2008), him 6-7
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Diadlah maha pendidik yang bijaksana, mendidik manusia dengan ilmu
pengetahuan dan dengan menulis dan membaca. #/

Oleh sebab itu umat muslim diwajibkan bisa membaca Al-Qur’an karena
Al-Qur’an merupakan pedoman bagi umat manusia. M. Quraish Shihab dalam
bukunya menyatakan sungguh, perintah membaca merupakan sesuatu yang
paling berharga yang pernah dan dapat diberikan kepada umat manusia.®

Al-Qur’an berarti bacaan yang mana merupakan suatu pilihan dari Allah,
dimana arti nama tersebut sungguh tepat dengan substansi dan esens di
dalamnya yang sempurna. Tiada satu bacaan pun sgjak mengenal tulis baca lima
ribu tahun yang lalu, yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan
sempurna lagi muliaitu.? Igra’ atau perintah membaca adalah kata pertama dari
wahyu pertama yang diterima oleh nabi Muhammad SAW. Kata ini sedemikian
pentingnya sehingga diulang dua kali dalam rangkaian wahyu pertama®
Walaupun memiliki makna yang umum, namun dapat diambil intisari bahwa
wahyu pertama yang turun adalah berisi perintah kepada manusia untuk

membaca (belgjar) yang merupakan sarana terpenting untuk memperoleh ilmu.

" Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung. CV.

Diponegoro,2008),him 597
% Quraish ShiHAB, Wawasan Al-Qur’an, him 6
% Quraish Shihab, wawasan Al-Qur’an, (Bandung, mizan pustaka,2004) him, 3
¥ 1bid, him 167
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2.2  Pengertian Lembaga L egidatif

Lembaga legidatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat
Undang-Undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat.' Tidak semua
lembaga legidatif mepunyai wewenang untuk menetukan kebijakan umum dan
membuat undang-undang. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan
berada di tangan rakyat, maka badan atau lembaga legidltif menjadi lembaga
yang berhak menyelenggarakan kedaulatan dengan jalan menetukan kebijakan
umum dan menuangkannya dalam undang-undang.

Lembaga atau Badan Legidatif terdiri dari yang pertama MPR atau
Maelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga ini memiliki wewenang untuk
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum
serta memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalan masa jabatannya® Kedudukan MPR setelah perubahan
amandemen UUD 1945 membawa implikasi pada kedudukan, tugas dan
wewenangnya. MPR yang dahulunya berkedudukan sebagali lembaga tinggi

negara, pemegang kekuasaan dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, Kini

3 Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam
Perspektif Fikih Syasah,( Jakarta timur, sinargrafika,2012), him 137.

#ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan
DPD, him4



20

berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang setara dengan DPR,
DPD, BPK,MA, dan MK*,

Kedua, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ialah lembaga yang
memiliki wewenang dalam pembentuk Undang-Undang dan DPR memiliki tiga
fungsi yaitu; legislasi, penganggaran dan pengawasan.® Suatu fungsi lain yang
tidak kalah pentingnya ialah sebagai sarana rekrutmen politik. la merupakan
training ground bagi generass muda untuk mendapat pengalaman di bidang
politik sampai ke tingkat nasional.* Di Aceh lembaga DPR ada sebutan khusus
yaitu DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh (DPRA) merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh
yang bertindak sebagai lembaga legislatif di Aceh dengan fungss merumuskan
kebijakan (legislas) Aceh, mengalokasikan sumberdaya (budgeting) dan
pengawasan (oversight). Terkait dalam hal merumuskan kebijakan atau
kewenangan dalam bidang legislasi dalam Pasal 23 ayat (1) point a Undang-
Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPRA memiliki tugas
“membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Guburnur untuk mendapat

persetujuan bersama”.*

% Miriam Budiarjo, dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta, gramedia pustaka utama, 2008),
him 350

% Ahmad Sukarja,Hukum Tata Negara, him 140

% Miriam Budiarjo, dasar-dasar ilmu politik, him 327

% Syiah Kuala Law Journal, KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
(Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungs Legislas Tahun 2009-2016), Vol. 1(1) April 2017, pp.
322
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Ketiga adalah lembaga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi
lembaga ini untuk mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan
keuangan pusat dan daerah kepada DPR.*’

2.3  Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu
kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
nila dan citacita yang sama Tujuan kelompok ini untuk memperoleh
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara
konstitusional untuk melaksanakan programnya.®®

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern dan
merupakan pilar demokrasi. Sebagai organisasi, partai politik secara ideal
dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili
kepentingan tertentu memberikan kompromi bagi pendapat yang saling
bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah
(legitimate) dan damai. Menurut Cheppy Haricahyono, partai politik merupakan

salah satu persyaratan bagi negara yang merdeka dan berdaul at.

3" Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan
DPD, him 121

% Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), him403-404
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Partai politik tidak saja sebagai salah satu sarana penyalur aspirasi rakyat
kepada pemerintah negaranya, akan tetapi partai politik sekaligus terlibat dalam
proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam
berbagai lembaga negara yang ada. Partai politik sering dikatakan sebagai
organisasi perjuangan, tempat seorang atau kelompok mencari dan
memperjuangkan kedudukan dalam negara®® Di negara demokrasi partai relatif
dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni
menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan
kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di  hadapan
penguasa.®°

Mengacu dari beberapa definis mengena partai politik, dapat diambil
kesimpulan bahwa partai politik merupakan hasil pengorganisasian dari
sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program
yang telah direncanakan,

Negara Republik Indonesia sebagai sadlah satu negara berkembang
berkaitan dengan fungsi partai politik diatur dalam pasal 11 Undang-Undang
Partai Politik disebutkan, fungsi partai politik sebaga sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi

Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewgjibannya

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¥ Cheppy Haricahyono,!imu Politik dan Perspektifnya, cetakan kedua, (Yogyakarta,
Tiarawacanayogya, 1991), him 189

“0 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar |lmu Politik,hlm 405-409
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2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan asyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
4. Partisipas politik warga negara Indonesia dan rekrutmen Politik
daam proses pengisian jabatan politik melaui mekanisme
demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.**
Selain fungs partai politik juga memiliki tujuan, Adapun tujuan dari
partai politik seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun
2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Poalitik yang menunjukkan tujuan dari
partai politik yakni tujuan partai politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum

dan tujuan khusus.*
Tujuan umum partai politik adalah :

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945;

2. Menjaga dan memelihara  keutuhan Negara  Kesatuan

Republikindonesia;

“! Hasan Basri, PARNAS VS PARLOK, Pertarungan Partai Politi dalam Menguasai
Aceh, (Banda Aceh, Gamna Publishing, 2014), him 76

“2 Undang-undang Nomor.2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik.
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3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan

4. Mewujudkan kesegjahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus tujuan dari parta politik adalah untuk meningkatkan
partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan politik dan pemerintahan; Memperjuangkan cita-cita Partai Politik
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan Membangun
etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara® Jadi fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan
sebagal organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki
kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan
pemerintah secara legal (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak
beraktifitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

Partai politik ada dua yang berkedudukan di tingkat Nasional dan lokal,
partai yang berkedudukan di tingkat Nasional dapat mngisi jabatan di tingkat
pusat.

2.3.1 Partai Politik Nasional
partai yang berkedudukan di tingkat Nasional dimiliki setiap daerah
yang berada di Indonesia. Partai politik nasional adalah organisasi yang

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
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secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keuuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling
sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21
(dua puluh satu tahun) dengan akta notaris.*

Tabel 1: Daftar nama partai politik Nasional

Tahun NAMA PARTAI
1955 Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama
(NU), PKI
1971 Partai Katolik, Partai Syarikat Islan Indonesia, Partai

NU, Parta Muslimin Indonesia,  Partai Golkar, Partai
Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak,
Partai Nasiona Indonesia, Parta Islam PERTI, Partai

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Parta Golkar,

1977-1997 | Parta Demokras Indonesia

“ Undang-undang republik Indonesia, nomor 2 tahun 2008, tentang partai politik, him
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Partai Indonesia baru, Partai Kristen Nasiona Indonesia,
1999 Partai Nasional Indonesia-Supeni, Partai Aliansi Demokrat
Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai
Ummat islam, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Masyumi
Baru, PPP, Parta Syarikat Islan Indonesia, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama,
Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrat Kash
Bangsa, PAN, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat
Islam Indonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai
Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik

Islam Indonesia, PBB, partai solidaritas pekerja, dll

Partai Nasional Indonesia, Partai Buruh Sosial Demokrat,
2004 PBB, Partai Merdeka, PPP, Partai Persatuan Demokras
kebangsaan, PAN, Partai Karya Peduli Bangsa, PKB,
PKS, Partal Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, Partai dama Sejahtera, Partai Perhimpunan

Indonesiabaru, Golkar, dll

Hanura, PKPB, PPPI, PPRN, Gerindra, Barnas, PKPI,
2009 PKS, PAN, PIB, Pata Kedaulatan, PPD, PDK,
Republikan, Partai Pelopor, Golkar, PPP, PDS, PNBK

Indonesia, PBB, PDIP, PBRI, Parta Patriot, Partai
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Demokrat, PKB, DII

Partai Nasional Demokrat (Nasdem),PKB, PKS, PDIp,
2014 Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Hati Nurani

Rakyat (Hanura), PBB, dan PKPI*

2019 PKB, Gerindra, PDIP, Golongan karya, Nasdem, Garuda,
Partai berkarya, Pks, Perindo, PPP, Psi, Pan, Hanura, Partai

demokrat, Partai bulan bintang (PBB), Pkp indonesia.*

232 Partai politik lokal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh pada Bab XI Parta Politik Lokal Bagian Pertama
Pembentukan Pasal 75 poin (1) menjelaskan; Penduduk di Aceh dapat
membentuk partai politik lokal. Pada poin (4) dijelaskan bahwa kepengurusan
partai politik lokal berdudukan di Aceh. Sementara itu, pasal 76 pada poin (2)
menjelaskan bahwa;, Pengesahan partai politik lokal akan diumumkan

dalam Berita Negara.*’

* Nur azmiaty, Perkembangan Politik Aceh Pasca Konflik, (skripsi tidak dipublikasi),
Uin Ar-Raniry, Banda Aceh 2014, HIm 38

* hitps://il mupengetahuanumum.con/daftar-partai -politik-peserta-pemil u-2019/

" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah
Aceh, yang diperbanyak oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh, Komite Pemenangan Partai Aceh
Pemilu2014, h. 107-109




28

Partai politik lokal adalah organisas politik yang dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela
atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan
kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan
anggota DPRA/DPRK, Gebernur/Wakil Gebernur, bupati/wakil bupati dan
walikota/wakil walikota.

Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga partai
politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan
aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Partai
politik lokal tujuan umum, yakni; mewujudkan cita-cita nasional bangsa
Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalamn Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dan mewujudkan kesgahteraan bagi seluruh masyarakat
Aceh. Sedangkan tujuan khusus parta politik lokal adalah meningkatkan
partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyel enggaraan
pemerintahan daerah; dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan
dan keistimewaan Aceh.

Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi
anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan

kesatuan bangsa Indonesia untuk kesgahteraan rakyat, penyerap, penghimpun
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dan penyalur aspirasi politik rakyat dan partisipasi politik rakyat. Partai politik
lokal berhak memperoleh perlakuan yang sama, sedergjat dan adil  dari
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, mengatur dan mengurus
rumah tangga organisasi secara mandiri, memperoleh hak cipta atas nama,
lambang dan tanda gambar partai dari departemen yang ruang lingkup tugasnya
di bidang hukum dan hak asas manusia, ikut serta dalam pemilihan umum
untuk memilih anggota DPRA dan DPRK, mengagjukan calon untuk
mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK, mengusulkan pemberhentian
anggotanya di DPRA dan DPRK, mengusulkan pergantian antar waktu
anggotanya di DPRA dan DPRK, mengusulkan pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil
walikota di Aceh dan melakukan &filiasi atau kerja sama dalam bentuk lain
dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional.

Partai politik lokal berkewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain,
mempertahankan keutuhan NKRI, berpartisipasi dalam pembangunan Aceh dan
pembangunan nasional, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan
hak asasi manusia, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspiras
politik anggotanya, menyukseskan pemilihan umum pada tingkat daerah dan
nasional, melakukan pendataan dan memelihara data anggota, membuat

pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta
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terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, membuat |aporan
keuangan secara berkala dan memiliki rekening khusus dana partai.*®

Tabel 2: Daftar nama partai politik |okal

Tahun Nama Partai
2000 Partai Aceh Aman Sgahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh
(PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai
Rakyat Aceh (PRA), Partar Aceh (PA), Partai Bersatu Aceh
(PBA)
A Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Daulat
Aceh (PDA)
2019 Partai Aceh (PA) ,Partai Sira, Partai Daulat Aceh (PDA), Partai
Nasional Aceh (PNA)

24  Ketentuan Menjadi Anggota L egidatif

Undang-undang telah mengatur untuk menjadi seorang anggota |egidlatif
baik di DPR, DPRK, dan DPRD serta DPRA, harus mengikuti atau menjalankan
ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang maupun Qanun khusus
untuk yang di Aceh. Maka, apabila tidak memenuhi persyaratan pada kedua

aturan tersebut tidak dapat diaku sebagai calon anggota legidlatif.

“8 Syamsuddin Bahrum, DINAMIKA PARTAI POLITIK LOKAL (Analisis Partai Aceh
dan Penerapan Syari’at Islam), him 142-144
http://jur nal .uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/downl oad/521/420
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24.1 Persyaratan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8).

PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang
menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan
Pemilu. PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: *“untuk
menyel enggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU
membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”*

Berikut syarat menjadi anggota legidatif menurut PKPU Nomor 20
tahun 2018, Syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provins dan DPR
Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Republik Indonesia pasa 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah Warga Negara
Indonesia dan Harus Memenuhi Persyaratan sebagai berikut:

a. Teah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung seak
penetapan DCT;

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;

“ Meidy yafeth tinangon, PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-
undangan, rumah pemilu.org Indonesia €ection porta. dilihat di  web:
https.//rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan/  diakses
padatanggal 12 september 2018
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Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah keuruan, madrasah aliyah keuruan, atau
sekolah lain yang sedergjat;

Setiap kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika;

. Tidak pernah sebaga terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali secara terbuka dan
jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan
terpidana;

. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidanadi dalam penjara meliputi:

1. Terpidana karena keal paan ringan (culpalevis); atau

2. Terpidanakarenaalasan politik;

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan sedang menjalani pidanatidak di dalam penjara;

Bagih Mantan Terpidana yang telah selesa menjaani masa
pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhisyarat secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai
pelaku kegjahatan yang berulang;

Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap

anak, atau korupsi;
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k. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika
dan zat adiktif;

|. Terdaftar sebagai pemilih;

m. Bersedia bekerja penuh waktu;

n. Mengundurkan diri sebagai - gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, wali kota atau wakil wali kota, aparatur sipil negara, anggota
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada
Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik
kembali;

0. Mengundurkan diri sebaga Penyelenggara Pemilu atau panitia Pemilu
yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik
kembali;

p. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,
notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara
serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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g. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain
yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

r. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

s. Dicadonkan hanyadi 1 (satu) lembaga perwakilan;

t. Dicalonkan hanyaoleh 1 (satu) Partai Politik PesertaPemilu;

u. Dicalonkan hanyadi 1 (satu) Dapil; dan

v. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang
memeriksa laporan kekayaan penyel enggara negara.

1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf k tidak
dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang
disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/K ota.

2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk
kategori gangguan kesehatan.*

2.4.2 Persyaratan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2008 pasal 13
Qanun pada umumnya dipahami dengan peraturan. Qanun adalah

peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk

* Salinan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 20 tahun 2018
Bagian Ketiga Pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota Legidlatif. HIm 10-13
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melaksanakan otonomi khusus di Aceh.®* Dalam undang-undang nomor 11
tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Bab 1 ketentuan umum, pasa 1

menetapkan, point nomor:

21. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sgjenis peraturan
daerah provins yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan

kehidupan masyarakat Aceh.

22. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sgjenis
peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan

pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dilihat dari aspek pengertiannya ganun Aceh sama dengan peraturan
provinsi atau kabupaten/kota lainnya yang ada di Indonesia, akan tetapi
penyamaan ganun aceh dengan peraturan daerah tidk tepat. Disebutkan tidak
tepat karena ganun aceh memiliki khas bernuansa Islam. Perbedaan mendasar
ganun aceh dengan perda lain berupa; ganun Aceh terdapat tuntunan terhadap
pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sementara perda tidak terdapat unsur

kewajiban terhadap pelaksanaan syariat |slam.*

Berikut isi ganun Aceh mengenai pencalonan bakal calon anggota legislatif

di Aceh nomor 3 tahun 2008.

> Marzuki abu bakar, syariat islam di aceh, him 157
>? Sulaiman, Sudy Syariat Isam di Aceh, (Banda aceh, Madaani publisher, 2018), him
79-80
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1) Baka caon Anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal harus

memenuhi persyaratan:

a

Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun
atau lebih;

Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjaankan
gjaran agamanya;

Sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca
Al-Qur’an bagi yang beragama Islam;

Bertempat tinggal di wilayah Provinsi Aceh;

Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas
(SMA), Madrasash Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), Madrasah Aliyah Kguruan (MAK) atau bentuk lain yang
Sedergjat;

Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi
17Agustus 1945;

Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana selama 5

(lima) tahun atau lebih;

. Sehat jasmani dan rohani;
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Terdaftar sebagai pemilih;

k. Bersedia bekerja penuh waktu;

Mengundurkan diri sebagai pegawa negeri sipil, anggota Tentara
Nasional Indonesia, anggota  Kepolisan  Negara  Republik
Indonesia, pengurus Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan
Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber
dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri

dan yang tidak dapat ditarik kembali;

.Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan  Publik,

advokat/pengacara, notaris, Pgabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
dokter, jurnalis dan pengelola media massa dan tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagal anggota
DPRA atau DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagal pejabat negara lainnya,
pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Bahan Usaha Milik
Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara;

Menjadi anggota Partai Politik Lokal Peserta Pemilu;

Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan g. dicalonkan

hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
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2) Keengkapan administrass bakal calon anggota DPRA/DPRK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesi a;

b.

C.

Surat pernyataan kesanggupan menjalankan gjaran agamanya;

Surat pernyataan kesanggupan menjalankan Syariat Islam bagi
yang beragama Islam dan surat keterangan dapat membaca Al-Qur’an
yang dikeluarkan oleh KIP;

Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, Syahadah, sertifikat,
atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan
atau program pendidikan menengah;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari  Kepolisian Negara
Republik Indonesia setempat;

Surat keterangan tidak pernah dijatuhi  pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara
5 tahun atau |ebih yang dikeluarkan oleh pengadilan;

Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;

Surat tanda bukti telah terdaftar sebaga pemilih;

. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang

ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebaga akuntan

publik, advokat/pengacara, notaris, Pgabat Pembuat Akta Tanah
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(PPAT), dokter, jurnalis dan pengelola media massa dan tidak
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota
DPRA atau DPRK yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

k. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai
Negeri  Sipil, anggota Tentara Nasional Indonsia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus Badan Usaha Milik
Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang
anggarannya bersumber dari APBN, APBA dan APBK;

|. Kartu anggota Partai Politik Loka Peserta Pemilu anggota DPRA
dan DPRK;

m. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai
politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di
atas kertas bermaterai cukup; dan

n. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu)

daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.®

% Sdlinan Qanun aceh Nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab
upaten/kota. HIm 10-13



BAB TIGA
SYARAT BACA AL-QUR’AN BAGI BAKAL CALON
ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI NASIONAL

3.1  Syarat Wajib Uji Mampu Baca Qur’an Bagi Bakal Calon Anggota
L egidatif dan Faktor yang Mempengar uhinya
Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Aceh diuji kemampuan baca

Al-Qur’an. Tes ini sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon anggota
legidlatif (caleg). Jika syarat ini tidak terpenuhi, calon tersebut dipastikan gugur
bertarung saat pemilu. Tes ini berlandaskan pada Qanun Aceh nomor 3 tahun
2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA Dan
DPR Kabupaten/Kota, pada Bab IV tentang Persyaratan dan mekanisme
Pencal onan anggota DPRA dan DPRK.>*

Isam sebagal agama membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah
menjadi keyakinan masyarakat Aceh, dipandang perlu untuk dijabarkan nilai-
nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam

rangka penyelenggaraan otonomi Daerah. Aceh dipandang perlu untuk

> Agus Setyadi, Mengapa Caleg di Aceh Harus Jalani Tes Baca Al-Qur’an, di Akses
melalui m.detik.com/news/berita/d-4120480/mengapa-cal eg-di-aceh-harus-j al ani-tes-baca-
alquran, tanggal 18 juli 2018,09.42 WIB

40
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menegaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada Aceh dalam pelaksanaan
Syariat Islam.

Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan K eistimewaa
Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006
tentang Pemerintah Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi
Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini menandakan syariat 1slam adalah
bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Dalam pasa 3
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat
Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh, keistimewaan ini merupakan bagian
dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena
perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-
temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan, keistimewaan yang
dimiliki Aceh meliputi : penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan
dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk
pelaksanaan syariat Islam yang dilakukan secara menyeluruh (kaffah). Artinya,

seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum
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syariat. Oleh karena itu, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang
bersumber pada gjaran agama yaitu syariat islam. *°

Kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi garan
Islam, merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk
mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesgahteraan serta memantapkan
kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global. Sebagai perwujudan
keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat
dan bernegara, perlu diatur aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam yang wgjib
dijunjung dan diamalkan oleh masyarakat di Aceh.>®

Aceh sebaga daerah yang memiliki kekhususan otonomi daerah dan
memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesual dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang salah satunya adalah menyelenggarakan kehidupan beragama

Sebagal salah satu pelaksanaan syariat Islam tersebut, maka membaca
Al-Qur’an yang disyaratkan terhadap bakal calon anggota legislatif adalah salah
satu bentuk yang mencirikan provinsi Aceh sebaga daerah yang

memberlakukan syariat Islam. Maka siapa sgja yang mewakili rakyat Aceh di

% Hasan basri, Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia,kanun
jurnal ilmu hukum, Desember 2011, him 87.www.jurnal.onsyiah.ac.id...>kedudukan Syariat
islam di Aceh dalam sistem hukum indonesia-Jurnal unsyiah

* Dinas Syariat Isam, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden,Peraturan
Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh, Dinas
Syariat Islam 2005), him 56
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parlemen harus dites bacaan Al-Qur’annya. Selain itu, uji mampu baca Al-
Qur’an ini dilakukan untuk memastikan tidak ada diskriminasi pencalonan dan
uji mampu baca ini dapat menjadi patokan bagi masyarakat dalam menentukan
pilihan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki nilai integritas dan
moralitas.”

3.2 Kesesuaian Pemberlakuan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Terhadap
Bakal Calon Anggota L egislatif dari Partai Nasional
Bakal calon anggota legidatif dari Parta politik Nasional dapat

mengikuti pemilihan umun Anggota DPRA Dan DPRK di Aceh. Syarat untuk
digjukan menjadi bakal calon anggota legidlatif dari partai Nasional diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang pemilihan
umum anggota DPR, DPD Dan DPRD, untuk tingkat nasional. Dan khusus
untuk bakal calon Anggota Legislatif di Aceh daam Qanun Nomor 3 tahun
2008 telah diatur mengenai syarat bakal calon anggota legislatif yang di dalam
ganun tersebut disebutkan bakal calon anggota legislatif dari partai politik lokal
dapat membaca Al-Qur’an, tapi tidak disebutkan bagi bakal calon anggota
legidlatif dari partai nasional. Namun, kenyataan yang ada di Aceh, syarat
tersebut diberlakukan juga terhadap bakal calon anggota legidatif dari partai

Nasional.

" Republika, Perlu Uji Kemampuan Baca Al-Qur’an untuk Caleg Asal Aceh,
www.google.com/amp/s/m.republika.co .id/amp/mnv26] ?espv=1. Selasa, 04 juni 2013
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Pemberlakuan tersebut disyaratkan dalam keputusan yang dikeluarkan
oleh KIP Aceh nomor 3 tahun 2013 yang sebagai mana diatur dalam Qanun No 3
Tahun 2008 Bab IX Ketentuan lain-lain Pasal 36 menyebutkan : “Ketentuan
tentang persyaratan sanggup menjalankan agaran agamanya dan sanggup
menjalankan syariat 1slam secara Kaffah sertadapat membaca Al-Qur’an bagi
yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Qanun No 3 Tahun 2008
Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ juga berlaku untuk bakal calon anggota
DPRA dan DPRK dari Partai Politik, maka Keputusan KIP Aceh menambah
satu syarat untuk Partai Nasional yang oleh Qanun tidak diatur, namun dalam
Keputusan Komis Independen Pemilihan (KIP) diatur bakal calon anggota

legislatif dari partai Partai Nasional untuk diuji membaca Al Qur’an.

Dalam hal ini, Komisi Independen Pemilihan (KIP) seharusnya tidak
bolen menambah norma atau aturan baru. Sesuai dengan adanya Asas Lex
superior derogate legi inferiori secara harfiah berarti ketentuan yang lebih tinggi
mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, asas ini
sesuai dengan teori tangga peraturan perundang-undangan atau Sufenbau der
Reschtsordnung yang menyatakan bahwa kekuatan mengikat suatu peraturan
atau norma terletak pada peraturan atau norma yang lebih tinggi. Karena itu
peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang

lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya. Apabila peraturan yang
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lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan

yang lebih rendah dikesampingkan oleh peraturan yang | ebih tinggi.”®

Uji mampu baca Al-Qur’an bagi Bakal Caon Anggota DPRA dan
DPRK pada dasarnya merupakan bentuk ciri khas dari Aceh sebagai Provins
yang diberikan otonomi khusus dibandingkan Provinsi lain. Uji mampu baca Al-
Qur’an merupakan satu hal spesial, mengingat begitu banyaknya syarat bagi
bakal calon Anggota DPRA dan DPRK dalam pemilu Legislatif.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
tidak menyebutkan ketentuan membaca Al-Quran bagi bakal calon Anggota
DPRA/DPRK secararinci. Undang - Undang hanya menggambarkan secara
umum dalam pasa 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 untuk Calon
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota
untuk menjalankan syari’at agamanya, yang berpedoman pada Qanun. Hal ini
berlaku juga dengan pencaonan Anggota DPRA dan DPRK dimana
pel aksanaan ketentuannya diatur dalam Qanun.

Menurut Hadar Nafis Gumay dari KPU RI, tes uji mampu baca Al-Quran
memberikan sisi positif yaitu menimbulkan semangat belgjar membaca Al-
Qur’an bagi mereka yang sedang berancang-ancang memasuki dunia politik di

Aceh. Selain itu, pihak partai akan lebih hati-hati dalam menyeleksi calon

*® Hana Farah Dhiba, penerapan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (Asas
Hierarki) Dan Asas Timbal Balik Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Bebas Visa
Kunjungan (Bvk) Di Indonesia, Jurnal llmiah Pengantar Ilmu Hukum dan Keimigrasian, 2019
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Anggota Dewan yang mewakili partainya, dan tes uji mampu baca Al-Qur an
adalah salah satu arena mempertaruhkan citra partai di hadapan publik calon
pemilih. Tapi secara hukum, memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.*
Adapun yang menjadi aspek penilaian uji mampu baca Al-Qur’an dalam
arti menguasai |lmu Tgwid, Fashahah, dan lagu. Standar kelulusan uji mampu
baca Al-Qur’an ditentukan dengan kriteria Makhrajul Huruf (Ketepatan
membaca huruf hijaiyah) 40, ketepatan bacaan baris (harkat dan mad) 40, adab
dan penampilan 20 dan standar kelulusan uji mampu baca Al-Qur’an apabila
mencapai nila minimal 50. Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat
(2) Keputusan KIP Aceh No. 3 Tahun 2013 dituangkan dalam formulir penilaian
uji mampu baca Al-Qur’an bagi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Rapat Tim uji mampu
baca Al-Qur’an dilakukan setelah seluruh hasil pengujian pada hari yang
bersangkutan selesai.®°
Daam PKPU nomor 20 tahun 2018 undang-undang yang berlaku secara
nasional termasuk di Aceh tidak ada yang mengatur mengenal Syarat uji mampu

baca Al-Qur’an untuk bakal calon anggota legislatif, begitu pula dalam ganun

% Jurnal pascasarjana unsyiah, uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon anggota
dewan perwakilan rakyat Aceh dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari partai
nasional, jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4775

% Keputusan komis independen pemilihan aceh nomor 03 tahun 2013, tentang
peunjuk teknis uji mampu baca Al-qur’an bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pasal 6
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Aceh nomor 3 tahun 2008 tidak ada pasal yang secara jelas menyatakan bakal
calon legidatif dari partai Nasional harus diuji bacaan Al-Qur’annya.

Jadi, secara hukum aturan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum

yang berlaku, karena tidak ada aturan yang mengaturnya dan KIP Aceh sebagai
pembuat keputusan tidak memiliki wewenang dalam membuat aturan dan norma
baru tersebut.
Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki KIP Aceh daam Qanun Aceh
nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh maka
Tugas dan wewenang KIP Aceh daam penyelenggaraan pemilihan umum
anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, meliputi :

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta melaksanakan
pemilihan di Aceh sesuai dengan jadwa yang telah ditetapkan oleh
KPU,;

b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau kegiatan
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada
masyarakat;

c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Aceh
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua  tahapan
penyel enggaraan pemilu oleh KIP kabupaten/kota;

e. menerima daftar pemilih dari KIP  kabupaten/kota dan

menyampai kannya kepada KPU;
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memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkannya dalam daftar pemilih;

. melakukan verifikas terhadap persyaratan calon anggota DPRA dan
DPD untuk wilayah pemilihan Aceh;

. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD
dan DPRA di Aceh berdasarkan berita acara hasil rakapitulas
penghitungan suara di KIP kabupaten/kota dan mengumumkannya;
menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRA di Aceh berdasarkan hasil
rakapitulasi di KIP kabupaten/kota dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Aceh dan
KPU;

. menerbitkan Keputusan KIP Aceh tentang pengesahan hasil pemilu
anggota DPRA dan DPD serta mengumumkannya

mengumumkan calon anggota DPRA dan DPD terpilih sesuai dengan
alokas jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Aceh dan membuat
berita acaranya;

. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik

yang dilakukan anggota KIP kabupaten/kota;
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n. menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Panwaslu Aceh,

0. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanks administratif
kepada anggota KIP kabupaten/kota, sekretaris KIP Aceh dan pegawai
sekretariat  KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang
sedang berlangsung, berdasarkan rekomendas dari Panwaslu Aceh,
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. apabilaterjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Kabupaten/K ota tidak
dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk
sementara dil aksanakan oleh KIP Aceh;

g. melakukan evaluass dan membuat laporan setiagp tahapan
penyel enggaraan pemilu; dan

r. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU
dan/atau peraturan perundang-undangan.®*

Dari beberapa point mengenai tugas dan wewenang KIP Aceh di atas
tidak ada point yang mengatakan bahwa lembaga tersebut memiliki wewenang
untuk menciptakan norma atau aturan yang baru sebagaimana yang terjadi saat

ini di Aceh.

® Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007,tentang penyelenggara pemilihan umum di aceh
pasal 8
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Menurut Ahli Hukum Jafar Husein, KIP Aceh sebagai penyelenggara
Pemilu tingkat provins memiliki kewenangan mengatur semua partai baik
partai nasional maupun partai politik lokal dan KIP Aceh memiliki kewenangan
mengatur atau membuat regulasi pelaksanaan UUPA dan Qanun. Dari segi itu,
KIP berwenang mengatur tata cara dan prosedur Pemilu. Sebenarnya kedudukan
keputusan KIP di bawah Undang-Undang dan Qanun, jadi keputusan KIP
secara teoritis tidak bisa melahirkan norma baru, tidak bisa membebani
kewgjiban yang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008, hal ini implikasinya ke hukum

yaitu menyangkut kelulusan dan ketidaklulusan seorang Bacaleg.®?

3.3 Analiss

Persyaratan uji mampu baca Al-Qur’an bagi bakal calon anggota
legidatif dari partai Nasional, berdasarkan ganun nomor 3 tahun 2008 tentang
Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada bab 1V bagian kesatu
pasal 13 yang menyebutkan bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari partai
politik loka harus memenuhi persyaratan pada point ¢, sanggup menjalankan
Syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur’an bagi yang

beragama Islam.

62 Jurnal pascasarjana unsyiah, uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon anggota
dewan perwakilan rakyat Aceh dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari partai
nasional,
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Sesual dengan peraturan perundang-undangan mengenai Syarat Bakal
Cdon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota, dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008 pasa 13
mengenai syarat dapat bisa membaca Al-Qur’an, ganun tersebut hanya berlaku
untuk bakal calon dari partai politik lokal saja, sementara untuk bakal calon
dari partai nasional tidak perlu diberlakukan aturan tersebut karena tidak ada
undang-undang yang mengatur. Namum keputusan KIP Aceh dalam
mel aksanakan syarat tersebut terhadap bakal calon dari partai Nasiona telah
menyal ahi aturan karena dalam undang-undang, Komisi Independen Pemilihan
Aceh atau KIP Aceh tidak memiliki wewenang untuk menciptakan atau
menambah aturan baru.

Saat melakukan wawancara dengan salah satu karyawan di KIP Aceh
Bagian Humas menyatakan bahwa pemberlakuan syarat baca Al-Qur’an
tersebut berdasarkan Qanun nomor 13 tahun 2008, ia menyatakan bahwa untuk
menjadi anggota legidlatif di Aceh harus bisa menjaankan syariat Islam secara
kaffah, kemudian membaca Al-Qur’an merupakan salah satu bentuk dari bisa
menjalankan syariat islam.

Menurutnya, memang Qanun tersebut tidak mengatur mengenai
bacaleg dari partai nasional, kenapa hal itu diterapkan juga kepada bakal calon
anggota legidatif dari parta nasional karena adanya prinsip kesetaraan hukum,
dimana hukum tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat yang

bertempat tinggal atau menduduki suatu wilayah hukum yang memberlakukan
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hukum tersebut. Karena bakal calon legidtif tersebut berada di Aceh dan
mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah di Aceh maka harus menaati dan
mel aksanakan persyaratan yang tertuang dalam Qanun Aceh tersebut sebagai
hukum yang mengatur mengenai persyaratan menjadi anggota legislatif di

Aceh.



BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab-bab
sebelumnya mengenai Syarat uji mampu baca Al-Qur’an. Maka, penelitian ini

penulisi menarik kesimpulan dan saran.

41 Kesimpulan
Dari penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Dalam figih kewajiban mampu baca Al-Qur’an hukumnya adalah wajib.

2. Syarat uji mampu baca Al-Qur’an merupakan syarat yang menjadi ciri
khas Aceh sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam. Maka siapa
sgja yang mewakili rakyat Aceh di parlemen harus di tes bacaan Al-
Qur’annya. Selain itu, uji mampu baca Al-Qur’an ini dilakukan untuk
memeastikan tidak ada diskriminasi pencalonan dan uji mampu baca ini
dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menentukan pilihan
untuk memilih wakil rakyat yang memiliki nilai integritas dan
moralitas.”

3. Pelaksanaan keputusan KIP Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang petunjuk
teknis uji mampu baca Al-Qur’an bakal calon anggota DPRA dan DPRK

bertentangan dengan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang

% Republika, Perlu Uji Kemampuan Baca Al-Qur’an untuk Caleg Asal Aceh,
www.google.com/amp/s/m.republi ka.co .id/amp/mnv26j?espv=1. Selasa, 04 juni 2013
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4. persyaratan bakal calon anggota DPRA dan DPRK yang tidak

menyebutkan bakal calon legidatif partai nasional untuk diuji
kemampuan baca Al-Qur’annya.

SARAN

. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota perlu direvisi, agar uji mampu baca
Al-Quran diatur dengan tegas dalam Qanun Aceh bagi Baka Calon

Anggota DPRA dan DPRK dari Partai Nasional.

. Diperlukannya  harmonisas  peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan syarat pencalonan yang diatur dalam Qanun Aceh

Nomor 3 Tahun 2008 dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
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DAFTAR PERTANYAAN

. Apasgjakah kewenangan yang KIP Aceh ?

. Mengapa uji mampu baca Al-Qur’an menjadi syarat bagi bakal calon
legidlatif ?

. Mengapa bakal calon legidatif harus diuji bacaan Al-Qur’annya ?

. Mengapa uji mampu baca Al-Qur’an diterapkan terhadap semua bakal
calon legidatif ?

. Bagaimana mekanisme penilaian uji mampu baca Al-Qur’an ?
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Maermbang

Mengingat .

QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN LUMLUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
FERWAKILAN RAKYAT KABUPATENMKOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARLSSALAM,

F: 8

bahwa partai politik loks! sebagal organisasi poiits dibentwk
oleh sekelampek wargs negara Indonesia yang bardamisili di
Aceh  untuk  memperuengkan  kepemtingan  anggota
masyarakal. bangsa can negara melslul pemilihan anggota
DPRADPRE,

bawa Pesal BD ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun
2005 1entang Pemerinishan Aceh menvalakan tahwa parai
palilik lokal mempunya hak uniuk kut serta dalam pemilinan
umism, mengajukan calon, malakukan pembarhentan dan
pergantan antar wakiv keanggolaan DPRA dan DPREK;
bahwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana dimaksud
pada hund a den hun b, pedu membeniuk Qanun Aceh
tenlang Partal Poliik Lokal Peaenla Pemilihan Umum Anggata
Dewan Perwakilan Rakysl Aceh dan Dewan Perwakilan
Rakyat KabipatenF o,

. Undang-Undang  MNomor 24 Tahun 1855  lenlang

Pembentukan Daerah Otonom Provingi Aljeh dan Perubahan
Persuran Pembentukan Provins Sumalera Utars (Lembaran
Megsra Regublik Indonesin Tahun 1855 Momor 84
Tambahan Lembaran Megara Komar 1103);
Undsng-Undang Nomor 39 Tahun 1988 tentang Hak Asss
Manusia (Lembaran Negsr Repubik Indonesia Tahen 1959
MNomaor 188, Tambahan Lembaran Megama Republik Indonesia
MNomor 3BBG],
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{2) Penetapan nomor unu! parta politk lokal sebagal peserta pemily dilakukan
secara undian dalam sidang pleno terbuka KIP Aceh dan dihadin oleh wakd
partan paolitk lokal paserta pemilu,

{3) Hasil penetapan nomor unul sebagaimana dimaksyd pada ayal () dietapkan
dan diumumkan dengan keputusan KIP Aceh

Pasal 11
(1] Parna Politk Lokal yang tidak lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) dinyatakan gugur sebagal peseria pemile dengan keputusan
KIF Aceh.
(2) Keputusan KIP Aceh sebagaimans dimaksud pada ayst (1) disampaskan
pemberitahuan kepada pengurus parta pofitik iokal ¥ang bersangkutan disertai
alasannya,

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenal tasia cara penetapan dan  pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 diatur dengan
peraturan KIF Aceh,

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCALONAN
ANGGOTA DPRA DAN DPRK
Baglan Kesatu
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK

Pasal 13
(1) Bakal calan Anggota DPRA dan DPRK dari partai palitik lokal harus memenshi

persyaratan;

a. warga negara Indonesia yang tefah berumur 21 {dua puluh satu) tahun atay
ik,

b. beragwa kepads Tuhan Yang Maha Esa dan tsat menjalankan ajsran
agamanys,

& sanggup menjalankan Syanat Islam secara Kaffah serta dapst membaca
AlQuran bagl yang beragama |slam-

d. beriempat tinggal o wilayah Provinsi Acen,

I
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. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia
berpendidikan pabng rendah tamat Sekeolah Menengah Atas [SMA)
Madrazah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah
Aliyah Kejuruan (MAK) ataw bentuk lain yang sederajat.

- selia kepada Pancasila sebagal dasar negara, Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cta Proklamasi 17
Agustus 1945

tidsk pernah dijaluhl hukuman pidana berdasarkan putusan pergadilan
yang telah mempunyal kekustan hukum tetap karena melakukan tndak
pidana penjara yang diancam dengan pidana sefama 5 (Ima) tahun atau
lehih;

sehal jasmani dan rohani;

terdaftar sebagei pemilih;

bersedia bekerja penuh wakiu,

mengundurkan dirl sebagai pegawal negen sipl, anggata Tentara Nasicnal
Indonesia, anggota Kepolisian Megara Republik Indonesia, pengunis
Bedan Usaha Milik Megara danfatau Badan Usaha Mk Dasrah, sera
badan lain yang anggarannya bersumber dar keuangan negara, yang
dinyatakan dengan sural pengunduran difl dan yang tidsk dapat ditark
kembali;

. bersadia  untuk  tidak  berprakik sebagal  akumtan  Publik
advokatipengacara, notars, Peiabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dokter,
jurnalis dan pengelodla media massa dan tidesk melskukan pekerqaan
penyedia barang dan [esa yang berhubungan dengan keuangan negara
sarla pekerf#an fain yang dapat menimbulkan konfik kepentingan dengan
twgas, wewsnang, dan hak sebagal anggola DPRA atsu DPRK sasus
dengan peraturan perundang-undangan:

. bersedia Untulc bdak merangkap |abatan sebagai pejabat nogara lainnya,
pengurus pada Badan Lsaha Milk Negara, dan Bahan Uiszha Milk Daerah,
sona badan |ain yang anggarannya bersumber dan keuangan negara,

o, meradi anggota Partal Palitk Lokal Peserta Pemil
p. dicalonkan hanya di 1 (s#tu) lembaga perwakidan, dan
g, dicalonkan hanya di 1 (satu) dasrah pemibhan.
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(2] Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRA/DPRK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

a
b,

4

karnu tanda penduduk \Warga Negara Indonesia;

surat permyataan kesanggupan menjalankan syaran agamanya,

sural pernyataan kesanggupan menjalankan Syariat Islam bagi yang
beragama |slam dan surat kelerangan dapat membaca AkOuran yang
dikeluarkan oleh KIP,

bukli kelulusan berupa folokopl ijazah, STTB, Syahadah, sertifikat. atau
sural keterangan lain yang dilegalisasi oleh sstuan pendidikan atau
program pendidikan menenoah;

Sural Keterangan Catatan Kepolisian dar Kepolisisn Negara Republix
Indonesia setempat;

sural keterangan lidak pernab dijastubl pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyal kekualan hukum  tetap  karena
melakukan lindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5§ lahun
atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan;

surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;

. surafl tanda bukli telah terdaftar sebagai pemilih;

surat pernyatasn lentang kesediaan untuk bekera penuh waktu yang
ditandatangani di atas kerlas bermaterai clskup,
surat pernyatlaan kesediaan uniuk tidak besprakiik sebagai akuntan publik,
advokat/pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dokter,
jurnafis dan pengelola media massa dan tidak melakukan pekegaan
penyedia barang dan jssa yang berhubungan dengan keuangan negara
sera pekerjaan lain yang dapat menimbulkan kenflik kepentingan dengan
tugas, wewenang, dap hak sebagal anggota DPRA ataw DFRK yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
surat pengunduran diri yang tidak depat ditark kembali sebagai Pegawai
Megeri Sipll, anggota Tentara Masionsl Indonsia, anggota Kepaolisian
Negara Republik Indonesia, pengurus Badan Usaha Milik Negara dan/atau
Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber
dan APBM, APBA dan APBK,;
kariu anggois Partel Poltk Lokal Pesenas Pemilu anggots OFRA dan
DPFRK,

n”
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e, Fimpinan Partai Pelitik tingkat kabupatenlosta dan
mimpinan DPFRD  Kabupaten ) Kata, hagi  anpgpeia
OPRD Kabupiten Ko,

[ralam hal terdagat kondisi:

a.  Partai Politik Yang mengusulkan cabon pada Pemily
Terakhir tidale lagi menjadi Pesertn Pamilu Atau
kepengurisan Partai Politik tersebut sudah telalg
sl lagi;

atou tidak ditasik sebagai anggota DPR, DPRD
Pravinsl, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partal
Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhic: atsu

€ tidak ngi terdapat calon pengganti anggeta DPR,

DFRD Provinsl, dan DFRD Kabupaten, Kot YRng
terdaftar dalam DOET Anggotn OFR, DOT Angpats
DPRD  Provinsi, dan DCT  Anggota DPRD
Kabupaten /Kita dar Iartai Politik yung diwalili
pada Pemily Terakhir,
cAlen  apggeta DPF, DPRO  Provinsi, atau  DERD
Habupaten/Kota yang dicalonban oleh Partai Podltik yang
berbeda dengan Partat Puditile yeng divakili pada Pemile
Teraldin, tidak diwajibioy mengundurkin din sebogai
ANEEEa DFR, DFRD Provins], atwy DFRD
Kabupates fHota,

Pasul §

(1} Kelengkapan administratf bakal palon anggets OFR,

DPFRD Provinsi, das DFRD Kebupaten/Kota scbagaimana
dimak=ud dalaan Fasal 7 ayat (1) diboctiian dengrn:
a, foiokopi Kartu Yanda Penduduk Elektromile Warga
Hegara Indonesia)
b,  sumt pemystian menggunakan formulir Medel BE. 1
Vyang menyatakan baliwa balkal calpmn:
1. hertakwa kepada Tuban Yang Maha Ess;
2, dapal lerbicans, membacs dan menulis dalam
Bahasa Indonesia;
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i mebli loequale Parinsiy srhigal Qimar nege,
Unidungs el (oanns— Hegaiie bt
Toinenli Tulnin R, alan N Ienatibn
Venpablik hadnciesia, sy 1¥hinriein Tamgnd fho;

A Dernedin itk Sebrrfie peoil wiki spalsls

AR-RANIRY
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10.

11.

14

mengundurkan &0 dan ndak dapat ditank
kembal bag calon yang berstars sebaga
anggota  DFR, npRD  Provinsl dan DFRD
Kabupaten | Kold yang dicalonkan oleh Pand
Paliti y'p;ﬂhtrheﬁl dengan Para Palith vang
divcakili pada Pemili Terabdus;

bersedia  unwik Hdak perprakiik  sebrgal
akcuntnn  publik, atlvakat, OOLATS: prjahat



12

13

= 1h -

surat keterangan sehat jasmani dan rohani der
puskesmas atay rumah sskil pemerintah yang
mementhi  syarat, scrta bebas  penvalahgunaan
narkotika, pstkotropika, dan zat adiktif;

tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih vang
ditandatangani asli oleh Ketus PPS serta cap bassh
PPS, atau surat kererangan dari  KPU/KIP
Kahupaten ! Kora;

keputusan pemberhientian  sebagal  Penyelenggara
Pemily, Panitis Pemilu, ateu Panitin Pengwas;

Aurat Keterangan catatan kepolisian;

fotokopl Kartu Tends anpgota Partai Politic yang
masik berlalo:

daftnr riwayat hidup dan informasi bakal calon yang
memuat permvatsan bersedia/tidak bersedia untuk
dipublikasikan, menggunakan formuolir Model BB.2;
dan

‘salinan cetak pas fate berwarna terbaru balkal calom

beruburan 4 x 6 em (empal kali enam sendmeter)
sehanyalt 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya,
Yang merupakan foto terakhic yong diambil paling
lambat § {enam| bulan schelum pendaftaran calon
AN Erota DFR/DFRD Preninsi (DPRD
Kabupaten{Kota,

Dalam hal bakal calon bertempas tinggal di luar negesi,
wajib menyampaikan pasper dan surat keterangan dari
Kantor  Perwakilan  Republik  Indonesia di  negara
setempat.

Surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
buruf b angla 6 dilengloapi:

i

sural pengajuan peogunduran dir sebagal:

1] pubernur, walil gubernur, bupati, wakil bupati,
wali kota, wakil wali koiu;

2)  kepala desa:

3] permngkat desa yang meliputi unsur stal yang
membantu Kepala Desa dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
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Sekrotarmt e, oan unmar pendubung T
Kepula Dhesa dulin pelalesnnan kebijnkan yueg
ilbwadahi dalsm bentuk pelaicsin wknis dan
unsiur kewaling ohin;

Al Aparaiur Sipil Neggrg

Gl angeita Tontira Rosional Dndemesio;

G anggmia Kepolisim Negsoa Repubiile Tndancsia:
atou

) ddireksl, keomisar, dewin pengawas dan fatag
laryuvwan padn Hicdan Usaha Milik Negara,
Faudan Usaha Milik Daernh, Bedan Usaba Milik:
Dewt, atan badan  lain yang  anggarmsnnya
Bersuemnber dan keuangmn negara;

tardda ferima dar pejnbal yang berwenang atas

penyershan  sumit  pengsfusn  pengundusan did

selagEimang d.hmdr.hud-dul:‘;ﬁ humafa; dan

surnl leetetungan bahwa pengaioan peopunduren

dirt nebagmiman. dimaksud daiam hursf a sedang

diprases oleh pejahal vang berwomang,

(4] Surnt permyistaan Sebaginrne dimaksod pada ayst (1)
huruf b angla B dilenglkapd:

.

b,

[ =5

surnl pengaiuan pengundursn din sebagal anggot
DPR, APRD Provinsd, den DPRD Kabupaten Kota;
tamda 1‘tri'mn dard  pejalaat ;mg h-:|;1?eumg i
p:nnrﬁnn surat pul,ﬂuln pengunduran  did
aehagnimena dimatod datsm huraf o dan

surat beterangan babwa  pengauan pengundurin
diri sehagmimann dimakcid dalim huned o sedang
iliproses alel pejabal yung beryenang.

i Surnt permyalean sebagiimini l!'l'ﬂlll%ﬁl-lﬂ inln ayial {13
huruf b angka |1 ditampirt dengan surat keterangan dan
pengastilian negeri di wilayah hulum temgat dnggal bakal
enlo,

Surnt pernyatssn schagalmann dimalsucd pada ayat (1]
Tarul b g 12 dilenglngpi dengun:

i)

m

snliren putusan pengadilan yang telnh berkekusman
huleum tetap]
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T

d.

=1 -

surat keterangan dari kejaksaan yang menrranghan
bahwa wyang bersanghutan  terpidana karena
kenlpann ringan (cdpn feiis| atau alasan politik vang
tidak mejalani pidana dalam penjara berdasickan
putusan pengadilan vang telah berkekuatan hukum
tetap;

surat dari pemimpin redakesi media masss loksl oo
nasinnal ¥ang menerangkan bahwa bakal calon elah
seeara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik sebagai terpidana karena kealpasan ringan
[l lewis) mtau alasan politik yang tdak menjalani
pidana dalam penjara; dan

bukii pernyataan  atay  penpumuman  Yang
ditayangkan di medin massa lokal stau nasional,

Surat pernyataan sebagaimans dimoksud pada avat (1)
huruf b angha 13, dilenglapi dengan:

ik,

=

i

surat  Heterangmn  dari kepald  lembags
pemasvarakatan yang senerangkan bahwa bakal
calon yang bersanghutan telah sciesni menjalani
pidana penjara berdasackan putusan pengadian
yang telah memperoleh kebuatan hukum tetap;
salinan putusan pengaditan yang telah berkekuatan
hiltm telwp;

awratl dafd pemimpin redaksi medie masss lokal ataw
nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah
secara terbuba dan pupur mengemubaken kepada
pukblik sebagni mantan terpidans; dan

buktl pernyatasn AtaM  peogpimosad yang
ditnyangkan di media massa lokel atou nasional;

Keputusan pemberhentian schagni pefabat Fang berwenang
dimaleseed pada axat (1) hurd §, wajih disampailen pada
anat pengajuan bakal caion anggota DPR. DPRD Provinsi
dan KPU Kabupaien [Kota,
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(140

i1

4

0.

Eraabiarn bl Perdapat bakal ralan selugaimiiig alianinbesuse]
dalnm Pasal 7 a6l bl b, bakasl calon g
berzanglasian wajibs aenvampaikin At pertyaroin
Petpundurn i sebigm angpat g Palitik yanp
divealili pailer Peanfi Teraklir,

Dulam ol ksl cilon Meneimtun ko vy
penilidilan ting dalam rweavat bidug, badal ciifog g
bersanglaaton  wajib menyettakion  Toiokopi ek
FETRMTUAN Mnpel vang dilegalinnsi aleh pefabint yang
hrm;dlmrmﬂnﬁmghﬂmﬂhnm- '

Haginn Kﬂ.'l'm:pf
Pengumuman dan Tata Carn Pengajuan Bakal Calen

Pl 0

KPU,  RPU  Provins /Kip Aceh  dun KPUSKIP
Kabupaten/Kota menguminkan thtn cam don prosedor
PengRjuin bakal enlon cnggota DPR, DFRD Provinsi, dan
KPU - Kabupsten Kots melilud  medin  cetal;  media
clektrandk, dan/atau lnman KPL, Ky Provinai/KIP Aceh
tan KPLKIP Kabupaten Kata selnmn 1 i) Hard,
Balam pengumuman Pengtjwan blal calon sebpnlmime
timakeud pada ayal (1}, disgntumlar;
A symErat pengajuan bakal oealon dan syasutBakal

:l.jm.' dan
b wakiu dan tempat penyerahan ilakizmen pengrunn

e OPR, DPRD

pengmuan  bolkml  galon  anggatn ;

EQ“:L. dan  DFRD Kabupoien (Kot dilaksanakan
selama 14 jempnt belis) Harl fechitung sctelnly hor
terakhir penpumuman, sebogaimenn  digakesd pincda
ayad (1) }
KPU,  MBU  PrevinsifKIP Aceh.  dan  KPUSKID
Kﬂhd’p{‘!mfm Fienerima - pengAfuan Bakal cadem
sngpets DPR, DPRD Provinsd, don DPRD Kabupsten  Kats
sebagaimana dlmakoud puta myar (3], dengin jadwal
sehagal berikis-
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Menimbang

Mengingat

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISE INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOE : 03 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS U MAMPU BACA AL-QURAN
HAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN
BEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

=

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

bahwa kewentwan Pasal 13 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 36 Qanun, Aceh
Momar 3 Tahup 2008 temang Pamai Politik Lokal Peserta Pemilihan
Umum  Anggora Dewan  Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat KabupatenKora, mensyzratkan bakal calon Anggot
DFRA dan DPRE harus sanggup mejalankan Syariat islam secara kaffal
serla dopat membaca Al-Qur’an bagi yung berapama Islam;

bahwa untuk moksud tersebug perlu menetapkan keputusan KIP Ageh
teating petunjul, eknis uji mampw baca Al-Qur'an bakal ealon Anggons
DPRA Jdan DPRK;

Undeng-undang Nomor 11 Talun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
Undarg-undang Nemor 15 Tahuse 2011 tentang  Penyelenpgara
Pemiliban Umum (Lemboran Negam Republik Indonesiz Tahun 2011
{domor 101, Tambahan lembarn Megara Republik Indonesia. Nomor
2248} ;

Undang-uticing Nomor 2 Tabun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran
Nigura Repubilik Indonesia Tahun 2011 Momor 8, Tambahan Jembaran
Megam Republik Indenesia Nomor 3189)

Undung-undanp. Nomor & Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum
Anggews Dewan Perwakilen Rakyal, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan: Rakyat Dacrah  (Lembaran Megarn  Repuoblik
Indonesia Tahun 2012° Nemor 117, Tambahan lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomoz $316) ; —

Peraturan  Pemerinal Republik [ndenesia Nomor 20 Talua 2007
tentang Farai Politik Lokal & Aceh (Lembaran MNegara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Momor 46, Tambahan lembaran Megara Republik
Indonesin Nomor 4711);

Peraluran Komisi Pemilihan Umum Memor 13 Tahun 2013 tentang
Perubahan mias Peraturan Komisi Pemiliban Umum Nemor 7 Tahun
203 tentang Pencalonan Anggotn DPR. DPRD Provinsi, dan DPRO
Fabupaten/Kota. dalan Pemilinan Umom Tahun 2014

Chanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelengeara 'emilihan
Umum di Acch (Lembaran Daerah Manpgroe Aceh Darussalam Tihun
2067 Momar 07, Tambahan lembaran Dacmah Nomor 07) ; A
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& Ranun Acch oomier 1 Vsl 2008 Limibinng Pariar Pobisk Lokl Theseria
Famililiean Umwim Avggots Dewun Ferwibkilan Rakyar Aceh dan Dhewan
Perweibkilan Rakyai Ko pasen S,

W Repistiaan BI'L Momor 1iEpeK P Talan 2003 Tentang erubalsan

Redin At Keputuson Komisi Feilihan Unian Nangs)

O eI Talniay 2601 tetang Peneingun Slomoar Urat Pain Balitik

Peserta Pemilibun Unnam Augaor DP9, TPRD Provinsi dan BPRED

Rabupalen/Kom Ty 2014

Kuepuatisin KIP gl Moo | Tl 2013 tenteng Penetipin Para

Prolitik skl Setapal Peserin Femilu Anggian DPRA don DPRCE Tabun

2004

- Keputsan KIP Acel Nomist 2 Tabun 2003 tenting Ponctapan Momae

Urut Tarmd Politik Lokal whagai 'everia Pemile Anggnia DERA don
IR Talan 2014,

I

!

Memperhatikan - Keputwsan Rapat Pleng Eomisi Independen Pemifihon Aceh minggal 7

Aprl 2003:

MEMUTUSKAN:

Menaphan KEFUTUSAN KOMISI INDEPENBEN PEMILUIAN ACEH

TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL.
QUIAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT ACEIl DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KATUPATER L OTA

BaAl ]
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dabium keputusan ini yung dimaksud oengan :

B

B

Pemilitan Umom, selanjuinys disubul Pemile, sdalol sarsn pelaksiman kedasloton
rakyat vang dilaksonakan secarn langsung, wmum, bebos, rahasin, jujue dan odll dalam
mun‘hmmm Tepublik Indomesin Tahup |43,

Romisi Indepeden Pemilihan, vang ﬁhgg_umru disinghat KIP, adalali KIP Aceh dan
Kip ;.:!,bmum?:mn vnng marapakan bngisn dar Komis Pemilition U (KPUY yong
diberi  wewenong olch ), Undosg-Undong - wobuk nesyelenggorskan pemilifun
Presiden/Wokil Pretiden,  Anggots Diowan Perwokilun® Hakyot, A n Dewan
Perwnkilnn Doemh, Anggols DPRADPRE, Pemi'ibun GubsmurWakil Gubemur,
DupatirWakil Tupail dan Waollkots'Wokil Waliketu.

i HEan Kabupaten/Kola,
TR Preniliban Umium dan Poniin Pengawas Pemi
}H:::“:l;;r:::ﬁ d‘iﬂugkm Trawnsly Provinsi dan Pmrlufu KabupatersKudu, adulnh
Panitia yanp dibenuk olch Bownsly berugas mengawas: penyelengparann pemilu Ji
selarah wilayal Aceh dan Kabuparen'kola,
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1 i . : i g 3 hi glomyvarifan
] Parizi Polink peserta pemilu sdalah Partal pulinik wang If|a|l I,mmm" o
sebagsal peseetls pamily sesuni Kepususan KPL Nomur : F66RpLaKPU Taln 2011

& Puri Paliik Lokal peserta permilu adaloh Parad politih yang telals mensenubi peesyasatan
schagui pesertn pemilu sessi Reputusan KIP Acch Nomor 01 Tahws 2005 dan
Keputuson 1P Aceh Momor 02 Tahun 2013

b, Llji mampu beca AlQur'an adalal salah spu persyaratan bagi bakal calon anggeta
DFRATDPRE durl Partad Politik dan Parad Folidk okal pesermu Pemilu 2004 vang
beragmma lslant,

Poanl 2
Perunjuk 1ekois i momp bics AlGueran bagi bakal colon angpen Dawan Pervakilon Rokya

Aceh dan Dewan Pérwakilan Rokyal Kobupaten/Bodn, dimaksedkon sebapal pensduen dalem
melakukan uji baga Al-Cur'on techodap bakal ealor.

Pazal 3

Sisermatika tekmis penilaian mampd bocy Al-quran bakal calon anggets Dewan Perwakilan
Rakyar Aceh dan Dewnn Perwilkilas Rakyot KabupntenfKota, disusun sebagai berikut ¢

A Aspek penilaion uji mampu baca Al-Cierang;
B, Tempat dan wakin uji mamga baca Al-Qur’ong
€. Tata laksana uji mampt hoca Al-Cur'an;
D Tata cara penilaian wi mampu baes A-Qumn;
E  Jadwal uji mompis baca AlaCuor on,

Pasal 4

Petunjuk teknis penitaian uji mongu baes Al-Quran hakal calen Dewan Peraakilin
Rukyne Aceh don Dewan Ferwakilan Rakyel ¥nbuparen o, mﬁg:tuhmﬂ&r; tetlampir
idan mirupakan bagian @k terpisalkon don keputisun inl.

& ‘BABL
ASIEK PENILALAN, TE!'H]AT DAN WAKTU
Pasnl
Uji mampu baca Al-Chran dilakukan ook menilni kemampuan maos ing 3
Al-Lh 1 ing-masing hakal calan
angpots Deven Perwakilan Ralyus Aceh dan Dewan Peswakili Rakyst Kahupaten/K ot
Pasal &

B B i;.!?irniun i nampe bacd A Qe datam i mengieasd [mu Tnjwl.ﬂ., Fashaleah, dan
Bt i
) Siander kelubean ufi mumpu bace A-Qur s dilemtukan dengan keliecis Mablel Hur
{Ketepaion membsca huruf hijaival) hacann barls | : 4
i e ijaiyals m,lu:upom Hoeriart ahiire vy 40,
3 Standar kelulusan it mumpu baew Al-Gur'an apabilo nsencopai nitai mininal 50; Az

76



4]

8}
9

1)

1
3

21

3
4)

5]
fi}

b

Penilaian sebagmimany dimadsud pads avar (2) dituangkan dalam focmilie Pt lain . i
mampy baca Al-Curan bagi bakal ealon Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Aceh dan
Dewan Pervakilan Rakyim Kabupaten/B o

Rapat Tim wji mampu baea Al-Qur'an dilokukan seteloh seluruh hasi] pengujian puda b
vang bersanghtan selesai;

Husil uji mampu buch Al-Quran dibuag 2 {dua} rangkap, ditndatongani ofelr kelua dan
Anggota tim, sehep ranghkapmya disampaikan kepada Komisi Independen Pemililan, dan
Afsip fim penilai uji manpo hocs AlQuran;

Tim uji mampu baca Al-CGur'sin meénvampaikon hasil uji mampy baca Al-Qus'an kepods
Komisi Independen Pemilihan,

Penvampaian hastl uji mampu bata Al-Quran disampaikan setelah selesyl peniluian hasi)
uji mampu bace Al-Quran pada hari yang bersangkutan selesyd;

Hasil pertilgian wji mampu boca Av-Cur'an yang dilakukan oleh tim penilai wi mampu

bacn Al-qquran bersifat fingd dan tiduk bisa diganggy pupat;

Surat kelerangan ufi mampu baca Al-Chr'an dikeluarkan oleh Komisi Indepencen

Pemilihun bardasarkan hasil nilai wji nampu Yy disumpaikin oleh tim uji mampo bacy

Al-Qur'an,

Pazal 7

Uji mampu baca Al-Cur’an ditnkukan df rusng terbuki;
Maksud terbaika sebagaimana aynt (1) adalah dapat disaksikan oleh masyurmkar
Waktu dan tempat ditetapkan oleh £ onsi Independen Pemilibnn.

BAD 11
TATA LAKSANA

Pasal §

Kamisi Independen Pemilihan membentuk tim uji mamgy bace AlCur'an bakal calon
unggot Davean Perwakilan Rokyid Aceh dan Dewan Perwakilan Rakya Kobupaten®om
seliap fimpkatannya. - :

komisi Independen Pemilinon menginformosikan kepoda ) politik pesena pemily
untuk disanspaikan kepada masing-masing bakal cafon anggots Dewan Perwakila Reakyn:
Aceh dan Dewan Ferwakilan Rokya KabupatcBomn mengen |

gy Tempal don wakia i baet Al-Cur an;
b} Krieria penilninn ui becn Al-Criran;

ditctapkan olch Konisi Indepeiden Pemilihan:

Peloksannan i momp baen Al Quran terhindap bakal calon dilikukan dengan
bechadapan lingsuny di depan Thn uji mampu baea Al Qur'an,

Fenensunn writnn i bova AG-Quran berdasarkan nomor urat partai politik;

Suarof dan iyt Al-Cur'an vang dibeca aleh bukal calon anggown Dewan Perwakilun Rakyar
Aceh dan Devwan Perwakilan Rakyvar Kabapaten® ot ditemukan pads e pelaksann
berlangsung oleh 1im wji; ;

Penilaiin wil mampu baca Al-Gur'an dilakiknn secar persen, angan tevhasdip masing
masinp hakil ealin moksumal 3 menis, ~=

Para baknl cobsn suclah berads (ditenapas peRpujion seaoni denpon fadwal rang telal
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BAB IV
KETENTUAN PESUTLP
.

Conioh formule jchial i mamp baca Al-Qur'an dan formulir penilaan uji mamps baca Al-

----------------

AR-RANIRY
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LAMPIRANT ¢ KEFUTUSAN KOMIS]HINDEPENDEN PEMILIHAN ACEN

MO 03 TANUN 2013
TAMGGAL 07 APMRIL 2003

PETUNJUK TEKNMIS UIEMAMPU BACA AL-QUR'AN

BAKAL CALON ANGOOTA DEWAN FERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN

IFEWAN PERWEILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

A KOMISTINDEPENDEN PEMILIIAN (K1I") ACEH

2

Membentsh tm uji mampy baea Al-Qur'sn paling lambat 1 sate) minggu
sebelur peliksanaan ujs mampu bicy Al-Gur'an bakal ealon anppota BPILA:
Memberitihubian kepada partai politik pesertn pemily temang pelaksasaan uji
i hisen Al=Clur'an bokal esliin asgpetn DPRA;

Mesmpersinphan weaipat don fadval wikio peliksannan ofi mampu baca Al-Gran

baknl galoos anggotn DPRA;

Blemberitaliskan kepatdy pesertu uji nmpu Bacs Al-Qur'on hakal calon anggola

DHPRAC:

n. Sesiap peserta uji mompu baca Al-Charan bakal enon anggoia DPRA hadir

15 (lima Selas) menit sehelum pelaksangn;

b Sctiop peseria uji mompu bocn Al-Qhir'an bakal calon anpgeda DPRA yang
breluem meslapad gilion tidak dibenarkan meninggalkon tem; ot sehelum aeara
wiji mumypis baon Al-Chr"om bkl oalon anpgeia DPRA selesal;

€ Sethup pesorte Ufl mamps baca Al-Qur'an bakol calon anggoto DPRA wajib
micnigikuti jodwal yungielah dirciapkan oleh Komisi Independen Pemilihin
Acely

o Peneitupn writap o baca AlCue'mo berdusarkan nomor urwl pannd poliik
dengan memperhatikan dageals pemilihan;

K. KOMIS] INDEPENDEN FEMILIIAN (KI1P) KABLUPATEN/KOTA

1. Membentukin Lm ulf mampe baca Al-Qur'en palipg lambat 1 (satu) minggu sebelum
peltaksanann uji mompebhoea Al-Gur'an bakal calen angpots DPRE;

1, Memberitalulan kepeds pael peliik peserty pemily lentang mhkmm uji mmEmp
bora Al-Gur*an bakal calon argpots DR

3. Mempersinphon tempat dan jadwal wokiy pelaksinoan uji mampe baea Al-Qur’an
bukal calon angpoe DPRE: |

4. %mbeﬂt:hum kepadn peserta uji mampy baca Al-Qur'an bakal ealon anggota

RK

o Bctinp peseria ujp minepu haca .-'ul-»tgur"nn hakal calon anggotn DPRE hadir 13
(i belas) menit sebelum pelaksanaan;

b. Setinp peserin wi mampy bacn Al-Qur'an bakal calon onpgota DPRE wang
belim mendapas giliran tidak dibenarkan meninggalkan tompas schelum acam
uj1 mampw buca Al-Cur’an bakal cafon onpgots DPRE selesai;

€, Seliop pesenn uji mampue baea Al-Quran bakal ealon anggota DPRE wajib
mengikiehi judwal vong telah ditetopkon sleh Komisi Independen Pemililon
Kabupaten/F ol

d, Pencmuan undtan i been Al-Qur'an berdasarkan noneer wrut partad politik
dengan meniperhatitan dweerah pemilibun
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. TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1.

-

Tim uji mampu baca Al-Crur'an disetiap tingkatannya menetapkan aspek penilaian
dan tate cara penilzian uji mampu baza A-Cur'en bakal calon anggota DPRA dan
DPRE;

Tim uji mampu baca Al-Que'an disstiap tinghkatannya memberikan penileian
terhadop pelaksanaan uji mamgu baca Al-Crur*an;

Tim uji mampu baca Al-Cur'an disetiap tingkatannya memberikan nilai kepada
masing-masing calon Anggoia DPRA/DPRE sesuar dengan standar kelulusan yang
ditentukan oleh tim pelaksana uji mampu baca Al-Qur'an berdasarkan Keputusan
Komisi Independen Pemilihen Aceh Mo. 03 Tahun 2013;

Tim uji mampu baca Al-Quran disetiap tingkatannya menetnpkan sural dan ayat
Al-Qur'an yang dibaca peserta; '

Tim uji mampu baca Al-Qur'an disetiap tingkatannys membuat dafior nilad
terhadap hasil uji mampu baca Al-Cur'an bakal ralon anggota DPRA dan DPRK;
Tim uji mampy baca Al-Qur'an disetiap tingkatannya membual berita acara hasil
itji mampu baca Al Quran bakal calon anggota DPRA dan DPRK;

Tim uji mampu baca Al-Cur’an disetiap tingkatannya menetepken hasil uji mampuy
baca Al-Qur'an dilakukan secarn perscorangan terhadap masing-masing bakal
calon unggota DPRA dan DPRE:

Hasil penilaian uji mampu baca ALQur'an yang dilakukan oleh tim penilai wji
mampu baga Al-Cur'zn bersifat final dan Lidak bisa diganggy gugat;

Eritetopkan di = Banda Aeeh
Poda tai <7 April 201

%DMESI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH 4
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LAMPIRAN 1T : KEPUTUSAN KOMIS! INDEPENDEN PEMILIHAN ACET
NOMOR ;03 TAHUS 2013
TANGGAL : 7 APRIL 213

JADWAL UJ1MAMPU BACA AL-QLR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT nCﬁH IAN DEWAN PERWAKILAN RAKY AT
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MAMPU MEMBACA AL-QURAN
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